
BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

b.

C.

1.

BUPATI SAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan
Minirnal {SPM} sebagaimana diatur dalam Perafuran
Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PERIWI
l2OA8 tentang Standar Pelayanan Minimal tsidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota perlu menentukan target
pencapaian pelaksanaan SPM dimaksud;

bahwa target pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) merupakan acuan dalam melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan
dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan
dasar bidang Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Target
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten Sambas;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182O);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZA14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SS7)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang
Perutrahan Kedua Atas IInrlans-tlndancr Nnrnnr C2

2.



Negara Republik Indonesia Tahun 2A15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567eI;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OA7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OAT
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOT
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
s37);

8. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 79 Tahun 2AO7
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74|/MENKES/
PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;

1"0. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun
2OlL tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Iiabupaten Sambas Tahun 201l-2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2oll
Nomor 13);

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun
2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 11);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI
KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas;
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan medik yang mendasar dan mutlak
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalarn kehidupan sosial, ekonomi
dan pemerintahan.

7. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi
dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan
atau manfaat pelayanan.

8. Batas waktu pencapaian adalah waktu untuk mencapai target jenis
pelayanan Bidang Kesehatan sesuai dengan indikator dan nilai yang
ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara Kabupaten.

9. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan
dalam SPM Bidang Kesehatan secara Kabupaten.

BAB II
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI

DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesehatan
sesuai dengan Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, meliputi :

a. Jenis Pelayanan Dasar;
b. Indikator;
c. Nilai ; dan
d. Batas Waktu Pencapaian.

(2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. Pelayanan kesehatan dasar;
b. Pelayanan kesehatan rujukan;
c. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB); dan
d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.



Pasal 3

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang
Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Penyelenggaraan
pencapaian SPM
Dinas Kesehatan.

Pasal 4

pelayanan dasar Bidang
Bidang Kesehatan secara

Kesehatan berdasarkan target
operasional dikoordinasikan oleh

BAB IV
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan
pencapaian dan penerapan target pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
melalui Puskesmas dan jaringannya berdasarkan target pencapaian SPM
Bidang Kesehatan.

Bagran Ketiga
Pelaporan

Pasal 7
Puskesmas dan Jaringannya wajib menyampaikan laporan pencapaian
kinerja SPM kepada Dinas Kesehatan melalui Seksi data dan informasi
kesehatan.
Dinas Kesehatan melalui Seksi data dan informasi kesehatan
menyampaikan laporan hasil pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada
Bupati
Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kineqa penerapan
SPM Bidang Kesehatan daerah kepada Gubenur berdasarkan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1)

(2t

(3)



(u

(21

BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian
target/kineda SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.
Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
selanj utnSra dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian
target/kinery'a, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber pendanaan lain
yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vli
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 Agustus 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI
Diundangkan di Sambas
pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Damlr.ino IT\/ /aI

GAN

2015 NOMOR 29

KEPALA BAGIAN
DAN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ITAMBAS
NOMOR 29 TAHUN 2OI$
TANGGAL 4 AGUSTUS 20}S
TENTANG TARGtrT PENCAPAIAN STANDAR PELAYI

MINIMAL BIDAN* KBStrHATAN DI KABU
SAMBAS

STANDAR PSLAYANAN MINIMAL
BIDANO KMSEHATAN

No.
Pelayanan

Dasar
Inrlikator SPM Nilai

Bata.s Waktu
Pencapaian

Target Pencapaian Tahunan SKPD/
Lembaga

Penanggung
Jawab

Keterangan20t2 20 13 *014 2015 2016

1 Pelayanan

Kesehatan

Dasar

)akupn.n hunjungan

.bu harril k4

95% ?fJ76 9501) 95"1) r)5Yo 9570 95o/o Dinas Kesehatar .lumlah ibu lrtmil rnemperoleh pelavanm

antenatal K4 di$rtu wilayah pd kurun p?ktu

lslq!]I!,
Jumlah sasarsn ihu hamil dsatu rvilayerh kerja

duinnr kurun waktu tert-entu

2 Cakltl]t11 thu hamil

dengan kotnplikasi

kebjdslinu yang ditangani

100% J0 16 100% 100% l00g/. 10Oo/o IOOYo Dinas Kesehatan Jumtnh komplikasi kebidman ymg

mendapot pcnnnganan defenitif disatu

lvil4y-4lLk.:Lltt p.tda waktu tfrte ntu

Junlah iltri dcrigan komplikasi kcbidanan

disatu wilxy"rh kerla pada waktu tertentu

3 Cakupart pertolongan

pu strlirtiln oleh bitlan

tau ftrnflga kesehatan

.yatrg dinriliki

9O"/o ?0r.6 9091, 900/o (.)0% 90v" 9001 Dinas Kesehatan Jumlalt ihu hcrserlin yang ditolong oleh

tenaga kr.schflttn pada I (satu) wilayah

k"4i lTj!rlJgj!"13!!! t"I!g"t! _
.lurnlah sasalatr il:u bersalin disatu rvilayah kerja

tertentrr d*l;ril kuruo [?ktu tertctltu

4 CakupBn pelayanan ibu

nifas

9ooh 20r6 900k 9ovo q0% 9OYo 900/o Dinas Kesehatan Jumlah ibu niffl$ yan$ telah memperoleh 3 (tiga) kal

peluir-pg]] !.db-cssguai stardar

1 (satu) sdllri'ahjlerja pd kgrun waktu tcrtentu

.lumlah selurrrh lbLr nifas pada 1 (satu) u,ilnyah kc{ir

tertefltu dillnln kurun waktu terttntu
5 Cakuprrn neonatal dengan

komplil,,usi vang ditangani

10oyo 20 16 7 50/a 807o rlii% 100% I OOo/" Dinas Kesehatan Jumlah ilron€ltus dengan komplikasi

IgBq lertanqai
.Iumll1fr sc:luruh neonat.us dcngan

kixn ada



No"
Pelayanan

Dasar
Indikator $IlM Nilai

Batas Waktu
Pencapaian

Target Pencapaiaa Tahunan SKPD/
Lembaga

Penanggung
Jawab

Keterangan201'2 2013 '24t4 2015 20r6

6 Cnkupan kunjungan tl{ityj lriiqt 2Qt6 ()')oto 93010 g4o/; 95olo 954,/" Dinas Kesehatcn Jumlah bavi yg rncmpr:r'nlch pelayan:rn

kcsehatan sr$Lt6l standtr

disatU,ulgrqh kg1ie_p(liqqgl1-.!?ktu tejtentu

Jumlnh seluruh bayi lahir hidup

disatu wilnyah kerja ptl kurun waktu tcrtentu

7 Jakupan Desa/

<clurahan universal child

immunizatjon {UCI)

r00% 2016 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Ke sehat.rin

Jumlah kelul1ll't0Jl de $a UCI
disatu u,ila.vah kerja ptl ku|rrn waktu tertentu

8 lakuptrn pelavanan un*rk !15:'Yo 20 16 90v" 90% 9Svo 95% 95% Dinas Kesehatfin Jurnlah anak balita yg ffiernperoleh pelayanan

peflantauar pertumbuh:rn uinirnal 8 ftlelapanl kat

disatu rilayah kc4a poda wakt.u terlcntu

.lumlah seluruh anak l)l.ilite disatu rvilayah

daian rvalqi.u

9 Cilkupan pembcrian

makanan pentlamping rtir.

susu ibu (MP-ASI) pH{ifl

a.nak usia 6-24 birr

keluaga miskin

100% 20t6 100% 10096 7000/o 100% lo0% Dinas Kcsehatnn Jumlah anak usia 6-?,1 lrln keluarga

niskin yg meudnpat I.IP-ASI

.Iumlah seiuruh dilrtk usia 6-24 bln

keluarga miskin

l0 Cakupan balita gizi buruk
mendapat peras.atfll)

r 009i, 2016 10096 100% too,% 100% 1000./o Dinas Krsehatall Jumlah balita gizi bumk mendpata perau'atan

di sarima pelaymil keschuta.n di wilayah ke ria

nad a k u ru 4_r{l,lk*f .tC$glrlu

Jurnlall selllruh balila giai buruk yang

rtitemukm di u'ilavah kr:ria prl waktu tertentu
I1 Cakupan penjaringqrl

kesehatan sisrva Sl) dan

setingkat

100% 2016 97'k q8v" 100% 100% 1000/o Dinas Iiesehatarl Jumlah murid SD dan sctingkat J-mg diperiksa

kesehatannya oleh tena&a kc$ehatan disalx

udlavah keria pd kur:UIHqg.ltUl9llCgtu

Jumiah murid SD dan setin1(knf psda 1 (satu) u-ilaya
kerja dalnm kurun ltktn yang santa

t2 Cnkupan peseru lrH ilktil 95,r; 20 16 80"1, 9O"/o 90r'o 90"/6 95v" I)inas Kesehatm Jumlah PUS yang merlltgul10kail kontlasepsi

diwilayah kerja pnda ki-lrun waktu tertentu

Jumlah seluruh PUS patla I (satu) wilayah kerja
dalam kurun wktu )-$ng sma



Dinas Keschatax

Cakupan penemuan dan

pcnangan6n penderita

penyakit

t.1. Penemuan pendedta

AFP

Dinas Kesehatanb. Penemuan dan

penangzrnan penderita

Pueumonia balita

c, IlenemLran dan

pcnanganm pasien

, Penderita DBD

Cakupan pelayanan

kosehatan dasar

$IAsyarakat miskin

darurat level 1 yang

harus diberikan sarma

he$ehatan (RS) di

Keterangan

Jumlah kasus AFP non polio ymg

dilaporkan

Jurnlah umur < 15

Jumlah penderita pneumonia balita yg

ditmgani disatu wilayah keda pd kurun waktu

tertentu

Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita

disatu wilayah keda pada waktu yang sama

Jumlah pasien dan TB BTA positifyang

ditemukan dm diobati

disatu wilavah keria od kurun waltu tertentu

Jumlah perkiraan pasien dm TB BIA

disatu waktu yg sama

Jumlai penderita DBD vg ditangani sesuai SOP

Jurnlah pendcrita DBD ymg ditemukan

disatu kerja pada uaktu yang sama

Jumla} penderita diare ymg datang dan

dm dilayani disarana kesehatar dm kader

disatu wilayah kerja pada kurun wal<tu tertentu

disatu waktu vang sama

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin

di Satl{er strtala-!

Juntlah seluruh masya'akat miskin di Kabupatcn

Jumlah pasien masyarakat miskin di

Sat.ker strata 2 dan 3

Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabuapten

Jumlah RS, Pusk Rawat Inap dim pusk Gawat darun

No.
Pelayanan

Dasar
Indikator SPM Nilai

Batas Waktu
Pencapaian

Tarset Pencapaian Tahunan SKPD/
Lembaga

Penanggung
.Iawqh

2012 2013 2014 2015 20t6

13

Pddk <

15

Tahrtn

2016 Pddk <

15

Tahun

Pddk <

15

Tahrrn

Pddk <

15

'Thhrrn

Pddk 4

15

Tehun

Pddk <

15

Tahun

100% 20 16 2Oo/" 4oo/o 6OYo 8Oo/o 70,00/o

lOOo/o 20i6 8Oo/" 80% 900h 90Vo 100% Dinas Kesehatan

lOOo/" 2016 lOOo/o 100% 700yo 1000.4 tooyo Dinas Kesehatan

). Penemuan

pcnderita diare

rooo/o 2016 6sYo 7 5o/o aSyo 95o/o 100"/o Dinas Kesehatan

t4 lO0o/" 2016 TOVo aoo/" 9OYo 95o/o 100% Dinas Kesehatan

15 )elilyanan

<csehatan

Rujukm

Sakupan pelayanan

(caehatan rujukm pasien

fiasyarakat miskin

l0Qo/" 2016 '2Ovo 400/o 60"1, S0at'a 100% Dinas Kesehatan

16 100% 2016 38,460/" 53,8s% 69,23"/" 84,(t?a/o tooo/o Dinas Kesehatan



No.
Pelayanan

Dasar
Inclikator SPM Niiai

Batas Wilktu
Pencapaian

Target Pencapaian Tahunan SKPD/
Lembaga

Penanggung
Jawab

Keterangan2012 2013 20r4 201s 20t6

17 Cakupa.n desil rnengalami

KLR yang dilnkukm

Penyelirlikan Epklerniologi

< 2.1 Jam

i009'o 201 (1 .1007. 1009'. r00% l00i'r'h i00% Dinas Kesehatan Jumlah KLB rli desa / ke lurahan

van{ ditangani ! 24 im deiarm periode tertent.u

Jumlah KLB di desa / kelurahm

.yang terjadi dalam periode t€rttentu

18 Promosi

kesehat.an dan

pemberdayaan

m a.syarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif 81,5% 20 16 80,5vo 80,7<' 80,9% til 1.r; 81,5% Dinars Kesehatar
Jumla.h desa siaga aktif

.lumlah desa yang (libentlrk

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

NIP. 19640112 200003 1 003

KtrPALATBAGIAN HUKUM
DAN PERJ4NDANC UN

RIANIS, SH, MH
Pembina (lV/a)


